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ABSTRAK 
 
Nama : Yugazali Sam Putra Utama 
NIM : 30600112010 
Judul : Fungsi Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
dalam Demokratisasi Pemerintahan di Desa Bolaromang 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 
 
Skripsi ini membahas tentang fungsi keterwakilan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam demokratisasi pemerintahan di Desa 
Bolaromang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Pokok masalah yang 
diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi keterwakilan BPD dalam 
demokratisasi penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bolaromang Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa dan Faktor apa yang mempengaruhi fungsi BPD 
dalam mendukung tata   penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bolaromang 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Fokus masalah pada skripsi ini adalah 
kurangnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses politik di Desa 
Bolaromang, mayoritas masyarakat masih bersikap apolitis dan apatis. Sehingga 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sering mengalami hambatan terkait 
kebijakan dan fungsinya. Hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai 
lembaga mitra kerja Pemerintahan Desa seharusnya menciptakan kondisi check 
and balances. Tetapi, yang terjadi di Desa Balaromang ialah sebaliknya. Dimana 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa menciptakan 
hubungan yang kurang harmonis dan kurang bersinergi.  
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan 
menggunakan metode pendekatan kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan alat bantu berupa pedoman 
wawancara , kamera handphone, dan tape recorder. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu reduksi data, 
penyajian data dan verifikasi data. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah anggota Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolaromang berjumlah 5 orang dengan 
mewakili tiap dusun masing-masing anggota. Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) Desa Bolaromang telah menjalankan fungsi menampung aspirasi 
masyarakat dengan menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari 
masyarakat pejabat atau instansi yang berwenang kepada Kepala Desa 
Bolaromang. Pelaksanaan fungsi keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) di Desa Bolaromang belum bisa menjalankan fungsinya sebagaimana yang 
diharapkan karena antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah 
Desa masih mengejar siapa yang dominan dalam Pemerintahan. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD antara lain Sumber daya BPD, 
hubungan kerjasama dengan kepala Desa, anggaran penyelenggara fungsi BPD. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang 
  Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan 
Pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial 
sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi yang 
otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. 
Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa 
merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.1 
 Proses reformasi politik dan pergantian Pemerintahan yang terjadi pada 
tahun 1998, telah diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Selanjutnya sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Bab XI Pasal 93-111 
tentang Penyelenggara Pemerintahan Desa dan Peraturan Perundang-undangan 
Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa 
menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan 
dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.2 
 Pergeseran paradigma pemerintahan melalui perubahan Undang-Undang 
No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan Pemerintahan 
                                                             
1
HAW Widjaja. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh. (Jakarta :  
PT.Raja Grafindo Persada) 2003, h. 4. 
2
HAW Widjaja. h. 5. 
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Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan yang memiliki keistimewaan sendiri. 
Keistimewaan itu dapat dilihat pada posisi strategis Pemerintahan Desa sebagai 
sebuah unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli.  
 Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah buah pergulatan 
politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa 
sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan 
tentang desa adalah pada kewenangannya, antara tersentralisasi atau 
desentralisasi. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-
cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 
1995.
3
 
 Otonomi asli merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri sebagai sesuatu yang sifatnya lahir dan diakui pada awalnya 
dalam bentuk asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Dalam hal ini, Pemerintah 
Desa harus menyadari hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya untuk mampu 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan 
adat istiadat yang berlaku dalam sistem Pemerintahan Nasional dibawah 
Pemerintahan Daerah. Dalam  rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, di desa dibentuk 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi (menetapkan 
                                                             
3 3Ni’matul Huda. Hukum pemerintahan Desa. (Malang: Setara Perss) 2015, h. 206 
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peraturan desa) dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama 
Kepala Desa.4  
Islam telah menganjurkan musyawarah dan memerintahkannya dalam 
banyak ayat dalam al-Qur’an, ia menjadikannya sesuatu hal terpuji dalam 
kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara  menjadi elemen penting 
dalam kehidupan umat, ia disebutkan dalam sifat-sifat dasar orang-orang beriman 
dimana keIslaman & keimanan mereka tidak sempurna kecuali dengannya, ini 
disebutkan dalam surat khusus, yaitu Qs. Asy Syura/42 ayat 38, Allah berfirman: 
نُىِقفُْني ُْمهَانْقَسَر ا َّمِمَو ُْمَهنَْيب يَرىُش ُْمهُزَْمأَو َةلا َّصلا اىُمَاَقأَو ْمِهِّبَِزل اُىباََجتْسا َهيِذَّلاَو5  
Terjemahnya:  
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” 
 
 Kata syura (musyawarah) dalam ayat di atas, berada di antara dua rukun 
Islam yaitu mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat, dimana keduanya 
merupakan pilar Islam. Hal ini menunjukkan betapa Al-Qur’an telah membangun 
kaidah-kaidah asasi dan telah meletakkan dasar-dasar kehidupan Islami. Sehingga 
syura termasuk di antara sifat-sifat orang mukmin disertai sifat-sifat lainnya yang 
asasi, di sana keislaman dan keimanan seseorang tidak sempurna kecuali dengan 
sifat-sifat itu, yaitu menyambut seruan Allah SWT, mendirikan shalat dan 
                                                             
4 
Muhadam Labolo.Memahami ilmu pemerintahan: suatu kajian,teori,konsep dan 
pengembangannya. (Jakarta : PT.Raja Grafindo). 2007, h. 146 
5
 Al-Qur’an. Al-Qur‟an dan terjemahnya. (Surabaya : Mahkota). 2002,h. 699.  
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menginfakkan rezki yang dimilikinya atau sadaqah dan zakat, dan siap 
melaksanakan musyawarah sebagai bagian integral dari kepentingan bersama. 
 Syura atau musyawarah merupakan tabiat atau karakteristik masyarakat 
muslim dalam berbagai kondidi dan situasi, di samping merupakan suatu hal yang 
universal. Lebih diutamakan lagi musyawarah difokuskan pada kata syura, 
merupakan suatu sistem politik pemerintahan suatu negara. 
 Ayat ini terun kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pujian kepada 
kelompok Anshar di Madinah yang bersedia membela Nabi SAW dan 
menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah 
Abu Ayyub al-Anshari. Ayat ininjuga dapat dipahami bahwa Nabi menerima 
amanat „risalah diniyah‟ dan setelah hijrah ke Madinah membangun suatu tatanan 
negara-kota yang bersifat ketuhanan, dengan melaksanakan prinsip syura. 
Menurut Quraish Shihab ayat ini bisa berlaku umum, mencakup setiap kelompok 
yang melakukan musyawarah. Ini berarti  bahwa yang dimusyawarakan adalah 
persoalan-persoalan umum yang berkaitan dengan masyarakat sebagai suatu unit, 
tetapi sebagaimana yang diperaktikkan Rasulullah SAW dan para sahabat, maka 
Syura lebih terfokus pada strategi politik pemerintahan suatu negara. 
 Ayat ini juga dengan tegas menjelaskan bahwa syura atau musyawarah 
merupakan salah satu unsur keimanan yang benar bagi seorang pemimpin. 
Perpaduan ikatan hati yang bersih dengan iman dan tawakal, anggota badan yang 
suci untuk mengingat Allah dengan melaksanakan shalat, solidaritas yang baik 
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melalui musyawarah dan infak di jalan Allah, serta unsur kepemimpinan yang 
bijaksana mampu mengikis kedzaliman dan permusuhan.6 
 Sebagian ahli tafsir membicarakan syura atau musyawarah tentang siapa-
siapa orang yang terlibat di dalamnya, ketika mereka menafsirkan firman Allah 
dalam Qs. An-Nisa’/4 ayat 59, Allah berfirman : 
 ِف أمُت أعَزاَنَت أِنإَف ۖ أمُك أنِم ِر أَم ألْا ِيلُوأَو َلوُس َّرلا اوُعيَِطأَو َ َّاللَّ اوُعيَِطأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَه َُّيأ اَي ي
 َىِلإ ُهو ُّدُرَف ٍء أيَش ٌر أيَخ َِكل ََٰذ ۚ ِرِخ ألْا ِم أوَيألاَو ِ َّللَِّاب َنوُنِم أؤُت أمُت أنُك أِنإ ِلوُس َّرلاَو ِ َّاللَّ
ليِوأأَت ُنَس أَحأَو 7   
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur‟an) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.” 
 
Kata amr dalam kalimat ulil amri yang harus ditaati pada ayat di atas, 
berkaitan dengan kata amr yang disebutkan di dalam Qs Ash-Syura/4 ayat 38. 
Dengan demikian, untuk dapat melibatkan seluruh anggota masyarakat, dapat 
diwujudkan melalui orang-orang tertentu yang mewakili mereka. Para pakar 
memberi nama berbeda-beda, ada yang menamakan ahl al-hal wa al-aqd, ahl al-
ijtihad, dan ahl al-syura, ahl al-ikhtiyar. Dari pemahaman kedua ayat konsep 
musyawarah diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran Islam, musyawarah 
                                                             
6
 Artani Hasbi. Musyawarah dan Demokrasi : Analisis Konseptual Aplikatif dalam 
Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam. 2001, h. 11-12. 
7 Al-Qur’an. Al-Qur‟an dan terjemahnya. (Surabaya : Mahkota). 2002,h. 114. 
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merupakan unsur terpenting bagi kehidupan seseorang baik sebagai individu, 
anggota masyarakat, maupun sebagai seorang elit politik yang memimpin negara.
8
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukanlah lembaga pertama yang 
berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat di tingkat desa  melainkan 
merupakan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya. Seperti 
yang terdapat dalam Undang-Undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa yang mengarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan 
desa dengan corak  nasional yang menjamin tewujudnya Demokrasi Pancasila 
secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat.9  
Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintahan Desa yang 
memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap 
peraturan desa yang dibuat oleh Pemerintahan Desa dan juga dapat membuat 
rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan 
menjadi peraturan desa.10 
Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. 
Dalam hal ini, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua 
urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan 
                                                             
8 
Artani Hasbi. Musyawarah dan Demokrasi : Analisis Konseptual Aplikatif dalam 
Lintasan  Sejarah Pemikiran Politik Islam.( Ciputat, Jakarta Selatan : Gaya Media Pratama). 2001, 
h. 13. 
9
 HAW Widjaja. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh. (Jakarta :  
PT.Raja Grafindo Persada) 2003,h. 11. 
10
 Muhadam Labolo. Memahami ilmu pemerintahan: suatu kajian,teori,konsep dan 
pengembangannya. (Jakarta : PT.Raja Grafindo). 2007, h. 148. 
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dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah 
untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan 
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 
 
Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa 
bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Yang ditetapkan dengan cara 
pemilihan langsung berdasarkan wilayah Kampung / Dusun, atau dipilih secara 
Musyawarah oleh setiap ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi dan 
tokoh atau pemuda agama serta masyarakat.11 Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) untuk setiap Kabupaten diatur berdasarkan Peraturan Daerah yang 
diterbitkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.  
Banyak sedikitnya jumlah anggota BPD ditentukan dengan banyak 
sedikitnya jumlah penduduk di Desa tersebut. Jumlah Anggota BPD ditetapkan 
dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) 
orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan 
keuangan Desa.12
 
Penyelenggara Pemerintah Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih 
baik bahkan lebih maju apabila masyarakat sadar untuk terlibat dalam proses 
politik di Desa itu. Namun, melihat kondisi Desa saat ini, mayoritas masyarakat 
                                                             
11
Amin Suprihatini. Pemerintahan Desa dan Kelurahan. (Klaten : Cempaka Putih). 2007, 
h  24-25. 
12
Amin Suprihatini.2007, h. 22. 
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masih bersikap apolitis dan apatis. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
sering mengalami hambatan terkait kebijakan dan fungsinya. 
Hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga mitra 
kerja Pemerintahan Desa seharusnya menciptakan kondisi check and balances. 
Tetapi, yang terjadi di Desa Balaromang ialah sebaliknya. Dimana Bbadan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa menciptakan hubungan yang 
kurang harmonis dan kurang bersinergi.  
Keadaan ini yang mempengaruhi proses Penyelenggaran Pemerintahan 
Desa dan Badan Permusyaratan Desa (BPD) terkait kebijakan dan fungsinya tidak 
efektif dan kurang maksimal. Sehingga untuk menuju Desa yang adil, makmur, 
dan bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih jauh dari 
harapan. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah Desa serta BPD 
Bolaromang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa haruslah mengacu pada 
aturan Pemerintah yang ditetapkan. Agar Penyelenggaran Pemerintahan Desa 
benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah 
ditetapkan. 
Sehubungan dengan uraian di atas, dilakukan penelitian dengan judul: 
“FUNGSI KETERWAKILAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA        
( BPD ) DALAM DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DI DESA 
BOLAROMANG KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN 
GOWA”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana fungsi keterwakilan BPD dalam demokratisasi 
penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bolaromang Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa? 
2. Faktor apa yang mempengaruhi fungsi BPD dalam mendukung tata   
penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bolaromang Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui fungsi keterwakilan  Badan Permusyawaratan Desa 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bolaromang 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung 
bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya. 
2.  Manfaat dari penelitian ini adalah : 
a. Hasil dapat dimanfaatkan bagi Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 
penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga dalam penyelenggaraannya 
tidak menyimpang dari hukum dan perundang-undangan yang berlaku 
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sehingga tujuan dari Pemerintah Desa dapat mencapai sasaran sesuai yang 
diharapkan. 
b. Hasil dapat dimanfaatkan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan, khusus 
Ilmu Politik Pemerintahan hasil penelitian ini diharapkan menambah dan 
memperluas wawasan pengetahuan unit yang paling rendah tersebut. 
c. Hasil dapat dimanfaatkan bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini 
dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikut serta mengawasi dan 
sumbang saran kepada Pemerintah Desa melalui Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD). 
d. Hasil dapat dimanfaatkan bagi peneliti sendiri  untuk menambah 
pengetahuan baru tentang Pemerintahan Desa, sekaligus bermanfaat 
sebagai sumber bahan dalam penelitian selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
Landasan teori merupakan teori yang relevan yang digunakan untuk 
menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagaian besar untuk 
memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis), 
dan penyusunan instrumen penelitian. 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori : 
1. Teori Perwakilan 
Perwakilan dalam teori modern merupakan hubungan antara penguasa 
dan massa. Dalam negara yang menggunakan sistem politik demokrasi 
modern, demokrasi representative menjadi logika berfikir prinsip yang berbeda 
dengan kerangka kerja demokrasi langsung. Ada beberapa keuntungan ketika 
demokrasi representative dijalankan dalam suatu negara. Pertama, dengan 
bertambahnya jumlah penduduk baik secara kuantitas mauun secara kualitas, 
tentu saja mempersulit untuk merealisasikan demokrasi langsung, sehingga 
mekanisme sistem perwakilan menjadi penting untuk menghubungkan 
penguasa dan massa. Kedua, negara modern saat ini umumnya memiliki teritori 
yang tidak kecil. Realitas  faktual ini tentu saja mempersulit pemerintah untuk 
menjalankan demokrasi lansung. Untuk itu, mau tidak mau menjalanka 
demokrasi perwakilan menjadi sousi terbaik. Ketiga, dengan kualitas penduduk 
yang meningkat menciptakan juga kompleksitas persoalan diranah publik. 
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Masalah – masalah ini saja harus diselesaikan oleh pemerintah. Namun tidak 
semua masalah dapat disampaikan secara kolektif karena akan menimbulkan 
overload tuntutan pada pemerintah yang justru dapat membuat kemandekan 
kerja.13 
Merujuk pada beberapa literatur dipaparkan bahwa sitem perwakilan 
dapat dilihat dalam beberapa pendekatan. Misalnya, konsep sistem perwakilan 
yang disampaikan oleh AH.Birch mengutarakan bahwa terdapat beberapa  
konsep perwakilan : 
a. Delegated Representation, dalam konteks konsep ini seorang wakil adalah 
perantara (juru bicara) yang bertindak atas nama kelompok yang 
diwakilinya. Karena itu, para wakil yang berlaku sebagai perantara tidak 
diperkenangkan untuk bertindak di luar kuasayang member mandat. 
b. Microcosmic Representation, konsep ini menunjukkan bahwa adanya 
kesamaan sifat-sifat antara mereka yang diwakili dengan diri sang wakil. 
Karenanya kebutuhan ataupun tuntutan wakil adalah juga kebutuhan 
mereka-mereka yang diwakili. Dalam konsep ini masalah kuasa dan hal-
hal yang harus dilakukan tidak pernah menjadi persoalan krusial antara 
wakildan yang diwakili oleh karena kesamaan sifat yang dimiliki. 
c. Simbolyc Representation, merupakn bentuk perwakilan yang hendak 
memperlihatkan bahwa mereka-mereka yang mewakili kelompok tertentu 
                                                             
13
Leo Agustino, Perihal Ilmu Politik. (Yogyakarta : Graha Ilmu). 2007, h. 93 
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melambangkan identitas atau kualitas kelas atau golongan yang tengah 
diwakilinya.14  
Menurut John C. Walke  ada tiga  jenis hubungan antara wakil dengan 
yang diwakilinya, adalah sebagai berikut: 
a. Truste, dalam pengertian ini wakil yang bersangkutan mempunyai 
kebebasan secara luas untuk menggunakan pertimbangannya sendiri dalam 
rangka pengambilan keputusan di lembaga perwakilan. 
b. Delegate or Servant, dalam konteks ini para utusan yang bersangkutan 
harus selalu berkonsultasi terlebih dahulu dengan yang diwakilinya 
sebelum mengambil suatu keputusan atau sikap terutamatentang berbagai 
masalah yang bersifat prinsip ataupun baru . 
c. Politoco, merupakan bentuk perwakilan yang dapat bertindak bebas sesuai 
kebutuhan serta keadaan dan masalah yang dihadapi. Artinya para wakil 
dapat berperan dalam bentuk trustee ataupun dalam bentuk delegate or 
servant.15 
Perwakilan politik merupakan sistem perwakilan yang dianggap paling 
wajar . Disamping itu beberapa Negara merasa bahwa asas functional or 
occupational representation perlu diperhatikan dan sedapat mungkin diakui 
kepentingannya di samping system perwakilan politik, sebagai cara untuk 
                                                             
14
Leo Agustino. Perihal Ilmu Politik. (Yogyakarta : Graha Ilmu). 2007, h. 93 
15
Leo Agustino.. h. 95  
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memasukkan sifat professional ke dalam proses pengambilan keputusan yang 
menyangkut kepentingan umum.16 
2. Teori Partisipasi Politik 
Partisipasi politik merupakan kegiatan – kegiatan sukarela dari warga 
masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan 
penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan 
kebijakan umum. 
Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari 
paham kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegitan 
bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan 
untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tumpuk pimpinan. Jadi, 
partisipasi  politik merpakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasan 
politik yang absah oleh rakyat. 
Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya 
melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa 
melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-
kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat 
mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat 
keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan 
mereka mempunyai efek politik (political efficacy). 
                                                             
16
Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik . (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama). 
2008, h. 318-319. 
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Jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran 
politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian 
menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang 
kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. Pada mulanya di Eropa 
hanya elite masyarakat saja yang diwakili di dalam perwakilan. Di Amerika, 
perempuan baru mempunyai hak suara setelah adanya Amandemen ke-19 pada 
tahun 1920. Tetapi perlahan-lahan keinginan untuk berpartisipasi menjangkau 
semua sektor masyarakat, laki-laki dan perempuan, dan mereka menuntu hak 
untuk bersuara. 
Negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa lebih banyak 
partisiapasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tinkat 
partisipasi menunjukkan bahwa negara mengikuti dan memahami masalah 
politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Hal itu juga 
menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan 
(legitimacy) yang tinggi. Maka dari itu, pembatasan yang di masa lalu sering 
diberlakukan, seperti pembayaran pajak pemilihan atau pemilihan hanya kaum 
pria saja, tetapi umumnya telah ditinggalkan. 
Tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda 
yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak 
menaruh perhatian terhadap maalah kenegaraan. Lagi pula, dikhawatirkan 
bahwa jika berbagai pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pimpinan 
negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan 
 
 
16 
 
cenderung melayani kepentingan beberapa kelompok saja. Pada umunya 
partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula.17 
B. Tinjauan Pustaka 
Sejauh pengamatan penulis, diterjemahkan beberapa karya yang 
berkaitan dengan tema : 
a. Hasil penelitian Muh. Haris, dalam judul penelitiannya Optimalisasi Peran 
dan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bonto 
Majannang Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng. Hasil dari penelitian 
tersebut yang menjadi fokus adalah membahas tentang demokrasi tingat desa 
dimana BPD sebagai lembaga yang menjalankan roda demokrasi tingkat desa 
yaitu optimalisasi peran dan fungsi BPD dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi dalam penyelenggaraan pemerintahan.18 
b. Hasil penelitian Muh. Nur Akbar, dalam judul penelitiannya Analisis Peran 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bulukumba. Hasil dari 
penelitian tersebut yang menjadi fokus adalah dalam melaksanakan 
pemberdayaan masyarakat desa itu melalui pendekatan kepada masyarakat 
desa dan mengumpulkan ide-ide kreatif masyarakat desa untuk menjadi 
program BPMPD Kabupaten Bulukumba.19 
c. Hasil penelitan Achmad Syaukani Abdi dalam judul penelitiannya Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Pitu 
                                                             
17
Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama) 
2008, h. 367-369. 
18
Muh. Haris, Optimalisasi Peran dan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan di Desa Bonto Majannang Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng. Sebuah Skripsi. 
Fakultas Ushuluddin filsafat dan Politik .Universitas Islam Negeri Alauddin. 2009. 
19
Muh. Nur Akbar, Analisis peran badan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten  
Bulukumba . Sebuah Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik .Universitas Hasanuddin 2015. 
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Sunggu Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkajene dan  Kepulauan. Hasil 
dari penelitian tersebut yang menjadi focus adalah bahwa penelitian 
menunjukkan peran BPD dalam pembentukan peraturan Desa Pitusunggu 
Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, yaitu mengetahui 
bagaimana kinerja BPD dalam proses pembuatan peraturan di desa, apakah 
mereka paham tentang teknisi pembuatan perturan di desa sesuai dengan 
aturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia.20 
d. Hasil penelitian Dian Puspawaty dalam judul penelitiannya Analisis 
Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa dalam bidang Kemasyarakatan 
di Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. Hasil penelitian 
tersebut yang menjadi fokus adalah bahwa pelaksanaan kewenangan 
pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan yakni ketentraman dan 
ketertiban cukup baik dari segala ancaman kriminal yang dapat mengganggu 
kondisi harmonis desa sedangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 
sosial gotong royong sudah optimal dalam pelaksanaannya, dikarenakan baik 
secara personal ataupun kelompok dapat mewujudkan sikap kegotong 
royongan. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya lembaga pemerintahan desa 
yaitu pemerintah berupaya menjalin hubungan baik dan berkoordinasi dengan 
BPD dalam menjalankan fungsinya sebagaimana melekat dalam tupoksi 
BPD, peningkatan peran Perangkat Desa serta lembaga Kemasyarakatan 
                                                             
20
Achmad Syaukani Abdi .Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan 
peraturan Desa Pitu Sunggu Kecamatan Ma‟rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sebuah 
Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik .Universitas Hasanuddin 2016. 
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yakni Tokoh masyarakat dan LKMD bertindak sebagai pengoordinasi 
perencanaan lembaga kemasyarakatan bersama Kepala Desa.21 
e. Hasil penelitian Firdha Choirun Nisa dalam judul penelitiannya Efektivitas 
Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Peningkatan Pembangunan desa 
di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang jawa Timur 
(periode Badan Permusyawaratan Desa tahun 2013-2019). Hasil penelitian 
tersebut yang menjadi fokus adalah pelaksanaan peran  
Badan Permusyawaratan Desa sudah efektif. Hal tersebut berdasarkan 
wawancara dengan pemerintah desa anggota Badan Permusyawaratan Desa 
dan Masyarakat Desa Burno. Dalam hal menyerap, menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat berjalan dengan baik sebagai wujud 
tanggung jawab dari Badan Permusyawaratan Desa.22 
     Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yakni penelitian ini 
tentang analisi dari fungsi keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa  guna 
terciptanya demokratisasi pemerintahan dan faktor apa saja yang mendukung 
tata penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bolaromang Kecamatan Tombolo 
Pao Kabupaten Gowa. 
 
 
 
                                                             
21
Dian Puspawaty .Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang 
kemasyarakatan di Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. Sebuah Skripsi. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik .Universitas Hasanuddin 2015. 
22
Firdha Choirun Nisa. Efektivitas Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 
Peningkatan Pembangunan desa di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang jawa 
Timur (periode Badan Permusyawaratan Desa tahun 2013-2019). Sebuah Skripsi. Fakultas Ilmu 
Ekonomi .Universitas Malang 2015. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hal ini dianggap sesuai 
dengan tujuan penelitian dengan maksud menggambarkan, mendeskripsikan 
dan bermaksud menginterpretasi masalah yang berkaitan dengan fungsi 
keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam demokratisasi 
pemerintahan, berdasarkan pengamatan atas fakta yang terjadi di lapangan. 
 Penelitian kualitatif yang juga disebut penelitian interpretif atau 
penelitian lapangan adalah suatu metodologiyang dipinjam dari disiplin ilmu 
seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam setting 
pendidikan.peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan 
sangat percaya bahwa terdapat banyak presfektif yang akan dapat 
diungkapkan.23 
a. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 
Bolaromang, serta tokoh masyarakat di Desa Bolaromang Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
 
 
                                                             
23
Emzir.Metodologi penelitian kualitatif:Analisi Data. (Jakarta: Rajawali Pers).2004, h. 2. 
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b.  Sampel  
Informan dalam penelitian ini terdiri atas dua (2) bagian yaitu 
responden unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan responden tokoh masyarakat (Agama, 
Adat, Pemuda, Perempuan, Guru/Pendidik) yang ada di setiap dusun. 
     Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 
“purposive sample” yaitu memilih secara sengaja dengan pertimbangan 
bahwa responden yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan 
berkompeten terhadap masalah yang dihadapi dan diharapkan agar 
responden yang dipilih mewakili populasi.24 
c. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian  dilakukan di Desa Bolaromang Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
B.  Sumber Data 
a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan tanggapan dan jawaban dari 
informan untuk pertanyaan yang sedang diteliti dengan melakukan : 
a. Observasi 
Observasi diartikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap 
kejadian, gejala, sesuatu dengan maksud menafsirkannya, 
                                                             
24
 Emzir.Metodologi penelitian kualitatif:Analisi Data. (Jakarta: Rajawali Pers).2004,h. 4.  
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mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-
kaidah yang mengaturnya.25 
Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat 
secara langsung kinerja dan hasil kerja BPD di Desa Bolaromang 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 
 2)  Wawancara mendalam 
Dalam pengumpulan data yang dilakukan wawancara mendalam 
agar peneliti lebih memahami data yang diinginkan mengenai fenomena 
yang terjadi dilapangan. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu 
pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan). Wawancara mendalam 
dimaksudkan untuk menggali pendapat informan secara mendalam 
tentang fungsi Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang 
sulit diperoleh dengan pengamatan langsung. Klarifikasi data dari 
informan dilakukan dengan kembali mengamati kebenaran data dengan 
model observasi untuk kepentingan verifikasi. 
b. Data Sekunder 
1) Studi Kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, 
majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-Undang dan media 
informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian 
ini. 
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2) Penelusuran data online, data yang dikumpulkan melalui fasilitas online 
seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas 
online sehingga memungkinkan Peneliti dapat memanfaatkan data dan 
informasi yang berupa data maupun informasi, teori, atau pun pendapat 
dari berbagai ahli yang menjadi acuan dalam penelitian. 
C. Teknik Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan dan diseleksi menggunakan teknik 
analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan 
baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai 
jawaban masalah yang diteliti.  
Adapun mengenai teknik analisis data diatas yang dikemukakan oleh 
Miles dan Hubermen dapat diterapkan melalui 3 alur penerapan sebagai 
berikut : 
a. Reduksi Data  
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian 
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 
diperoleh dari catatan lapangan. Dengan cara mereduksinya dengan 
meringkas, memberi kode, menelusuri tema, memberi gugus-gugus dan 
menulis memo. Lebih lanjut Miles dan Huberman mengatakan bahwa 
mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 
membuang yang tidak perlu. 
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b. Penyajian Data 
Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang 
tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya dituangkan 
dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Lebih lajut 
Miles dan Huberman bahwa yang paling sering digunakan untuk 
penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 
bersifat naratif. 
c. Verifikasi data dan penerikan kesimpulan  
Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan mencari arti, mencatat 
keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin 
sesuai dengan alur sebab akibat, dan proporsi.  Kesimpulan juga 
diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 
penganalisis selama penyimpulan yang telah dijaring datanya untuk 
membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kekokohan dan 
kecocokannya.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 26Djam’an dan Aan Komariah satori, Metode Peneitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta). 
2010, h. 42-44. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 
1. Karakteristik Wilayah Kabupaten Gowa 
A. Letak Geografis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Peta Kabupaten Gowa 
 
Ditinjau dari sisi geografis, Kabupaten Gowa terletak pada 12
o38.16’ 
Bujur Timur dari Jakarta dan 5
o33.6’ Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan 
letak wilayaha administrasinya antara 12
o33.19’ hingga 13o15.17’ Bujur Timur 
dan 5
o5’ hingga 5o34.7’ Lintang Selatan  dari Jakarta. 
Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini 
berbatasan dengan 8 kabupaten/kota lain yaitu sebelah Utara berbatasan langsung 
dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan 
dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng  Di sebelah Selatan 
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Berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat 
berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.27 
B. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Gowa 
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km
2
 atau sama dengan 
3,01% dari luas wilayah Provinsi Suleawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa 
terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan defintif sebanyak 
167 dan 726 Dusun/Lingkungan . Adapun rincian nama kecamatan dan 
Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut : 
1. Kecamatan Bontonompo terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 11 
(sebelas) Desa yaitu : Kelurahan Bontonompo, Kelurahan Tamallayya, 
Kelurahan Kalaserena, Desa Bontolangkasa Utara, Desa 
Bontolangkasa Selatan, Desa Barembeng, Desa Manjapi, Desa 
Bontobiraeng Utara, Desa Romanglasa, Desa Katangka, Desa 
Bulogading, Desa Batelengu, Desa Kalebarembeng, Desa 
Bontobiraeng Selatan. 
2. Kecamatan Bajeng terdiri dari 4 (empat) Kelurahan dan 10 (sepuluh) 
Desa yaitu : Kelurahan Kalebajeng, Kelurahan Limbung, Kelurahan 
Tubajeng, Kelurahan Mataallo, Desa Bontosunggu, Desa Maccini Baji, 
Desa Pabbentengang, Desa Tangke Bajeng, Desa Maradekaya, Desa 
Panciro, Desa Lempangan, Desa Bone, Des Pannyangkalang, Desa 
Paraikatte. 
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3. Kecamatan Tompobulu terdiri dari 2 (dua) Kelurahan  dan 6 (enam) 
Desa yaitu : Kelurahan Malakaji, Kelurahan Cikoro, Desa Garing, 
Desa Datara, Desa Rappolemba, Desa Rappoala, Desa Tanete, Desa 
Bontobuddung. 
4. Kecamatan Tinggimoncong terdiri dari 6 (enam) Kelurahan dan 1 
(satu) Desa yaitu : Kelurahan Malino, Kelurahan Bulutana, Kelurahan 
Gantarang, Kelurahan Pattapang, Kelurahan Bontolerung Desa Parigi. 
5. Kecamatan Parangloe terdiri dari 2 (dua) Kelurahan dan 5 (lima) Desa 
yaitu : Kelurahan Lanna, Kelurahan Bontoparang, Desa Lonjoboko, 
Desa Borisallo, Desa Belapunranga, Desa Bontokassi, Desa Belabori. 
6. Kecamatan Bontomarannu terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 6 (enam) 
Desa yaitu : Kelurahan Borogloe, Kelurahan Bontomanai, Kelurahan 
Romanglompoa, Desa Pakatto, Desa Nirannuang, Desa Romangloe, 
Desa Sokkolia, Desa Mataallo, Desa Bili-Bili. 
7. Kecamatan Pallangga terdiri dari 4 (empat) Kelurahan dan 12 (dua 
belas) Desa yaitu : Kelurahan Tetebatu, Kelurahan Pangkabinanga, 
Kelurahan Parang Banoa, Kelurahan Mangalli, Desa Bontoala, Desa 
Pallangga, Desa Julubori, Desa Kampili, Desa Panallukang, Desa 
Bontoramba, Desa Jenetallasa, Desa Julukanayya, Desa Julupamai, 
Desa Bungaejaya, Desa Toddotoa, Desa Taeng. 
8. Kecamatan Somba Opu terdiri dari 14 (empat belas) Kelurahan yaitu : 
Kelurahan Sungguminasa, Kelurahan Bonto- Bontoa, Kelurahan 
Batangkaluku, Kelurahan Tompobalang, Kelurahan Tombolo, 
 
 
27 
 
Kelurahan Kalegowa, Kelurahan Samata, Kelurahan Katangka, 
Kelurahan Pandang-Pandang, Kelurahan Romangpolong, Kelurahan 
paccinongan, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Bontoramba, 
Kelurahan Mawang. 
9. Kecamatan Bungayya terdiri dari 2 (dua) Kelurahan dan 5 (lima) Desa 
yaitu : Kelurahan Sapayya, Kelurahan Jenebatu, Desa Bontomanai, 
Desa Buakkang, Desa Bissoloro, Desa Rannaloe, Des Mangempang. 
10. Kecamatan Tombolo Pao terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 8 
(delapan) Desa yaitu :  Kelurahan Tamaona, Desa Tabbingjai, Desa 
Erelembang, Desa Kanreapia, Desa Pao, Desa Balassuka, Desa 
Mamampang, Desa Tonasa, Desa Bolaromang. 
11. Kecamatan Biringbulu terdiri dari 2 (dua) Kelurahan dan 9 (sembilan) 
Desa yaitu : Kelurahan Lauwa, Kelurahan Tonrorita, Desa Taring, 
Desa Pancong, Desa Berutallasa, Desa Parangloe, Desa Batumalonro, 
Desa Borimasunggu, Desa Lembangloe, Desa Julukanaya 
12. Kecamatan Barombong terdiri dari 2 (dua) Kelurahan dan 5 (lima) 
Desa yaitu: Kelurahan Benteng Somba Opu, Kelurahan 
Lembangparang, Desa Kanjilo, Desa Moncobalang, Desa Tinggimae, 
Desa Biringala, Desa Tamanyeng. 
13. Kecamatan Pattalassang terdir dari 8 (delapan) Desa yaitu: Desa 
Timbuseng, Desa Pallantikang, Desa Sunggumanai, Desa Paccelekang, 
Desa Pattallassang, Desa Jenemadinging, Desa Panaikang, Desa 
Borongpalala. 
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14. Kecamatan Manuju terdiri dari 7 (tujuh) Desa yaitu: Desa Manuju, 
Desa Pattalikang, Desa Tamalatea, Desa Moncongloe, Desa Bilalang, 
Desa Tassese, Desa Tana Karaeng. 
15. Kecamatan Bontolempangang terdiri dari 8 (delapan) Desa yaitu: Desa 
Julumate’ne, Desa Bontolempangan, Desa Lassa-Lassa, Desa 
Bontoloe, Desa Pa’ladingang, Desa Paranglompoa, Desa 
Bontotangnga, Desa Ulujangang. 
16. Kecamatan Bontonompo Selatan terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 8 
(delapan) Desa yaitu: Kelurahan Bontoramba, Desa Sengka, Desa 
Tanrara, Desa Tindang, Desa Pa’bundukang, Desa Bontosunggu, Desa 
Salajangki, Desa Salojo, Desa Jipang. 
17. Kecamatan Parigi terdiri dari 5 (lima) Desa yaitu: Desa Majannang, 
Desa Jonjo, Desa Manimbahoi, Desa Sicini, Desa Bilanrengi. 
18. Kecamatan Bajeng Barat terdiri dari 7 (tujuh) Desa yaitu: Desa 
Borimatangkasa, Desa Mandalle, Desa Manjalling, Desa Gentungang, 
Desa Tanabangka, Desa Kalemandalle, Desa Bontomanai.28 
Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 
sekitar 72,26 %.  Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu 
Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, 
Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 
35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah 
kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten 
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Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai.Sungai 
dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 
881 km² dengan panjang 90 km.29 
Grafik1.1 
Luas Daerah Administrasi (Km²) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : BPS. Kab. Gowa 201530 
 
Berdasarkan data curah hujan yaitu jumlah air hujan yang turun pada suatu 
daerah dalam waktu tertentu.Serta alat untuk mengukur banyaknya curah hujan 
disebut Rain Gauge.Curah hujan diukur dalam jumlah harian, bulanan, dan 
tahunan.Curah hujan yang jatuh di satu daerah di Indonesia dipengaruhi oleh 
faktor faktor sebagai berikut - Bentuk medan/topografi. - Arah lereng medan. - 
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Profil Kependudukan Kabupaten Gowa.h. 8. 
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Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015, h.4. 
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Arah angin yang sejajar dengangaris pantai. - Jarak perjalanan angin di 
atasmedan datar.31 
Grafik 1.2 
Luas Daerah Menurut Ketinggian Dari Permukaan Laut 
 
Sumber : BPS. Kab. Gowa 2 
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Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015, h.l2. 
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LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN 
GOWA 
Geographical Location and Administration Boundang in Gowa Regency 2014 
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C. Kependudukan Kabupaten Gowa 
Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah 
teritorial Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang 
berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.Rata-rata pertumbuhan 
Pendudukadalah angka yang menunjukkantingkat pertambahan penduduk 
dalamjangka waktu tertentu.32 
Penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan merupakan aspek 
utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu data 
penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Dilihat dari 
persebaran penduduk di Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu merupakan 
Kecamatan dengan jumlah penduduk  tertinggi, yaitu sebesar 136.995 jiwa dan 
Kecamatan Parigi adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terendah terendah, 
yaitu hanya sebesar 13.764 jiwa.  
Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer untuk menghitung 
besarnya semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat, seperti perumahan, 
sandang, pangan, pendidikan dan sarana penunjang lainnya.Berdasarkan hasil 
registrasi penduduk, Jumlah penduduk Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 
tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan dengan rata-rata 
laju pertumbuhan peduduk sekitar 2,4%. Total jumlah penduduk tersebut di tahun 
2007 sebesar 594.423 jiwa dan meningkat terus di tahun 2012 menjadi 670.465 
jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang paling signifikan terjadi di Kecamatan 
Somba Opu yaitu sebesar 96.070 jiwa di tahun 2007 dan terus meningkat hingga 
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Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015, h.40. 
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tahun 2012 mencapai 133.784 jiwa. Hal ini terjadi karena pesatnya pembangunan 
perumahan di Kecamatan Somba Opu.33 
  
1. Karakteristik Wilayah Kecamatan Tombolo Pao 
A. Letak Geografis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.2 Peta Kecamatan Tombolo Pao 
Tombolo Pao  adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Kecamatan Tombolo Pao dibentuk pada tahun 1998 dari hasil 
pemekaran kecamatan Tinggimoncong. Wilayah Kecamatan Tombolo Pao, 
berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Barat di sebelah utara, kecamatan Bontocani  
di kabupaten Bone dan kecamatan  Tanralili di kabupaten Maros sebelah Barat, 
kecamatan Tinggimoncong  di sebelah Selatan. Tombolo Pao Mempunyai 9 Desa 
yakni :  Desa Kanreapia,. Desa Tonasa, Desa Tamaona, Desa Tabbinjai, Desa Pao, 
Desa Mamanpang, Desa Erelembang, Desa Bolaromang dan Desa Balassuka. 
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Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015, h.43. 
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B. Kependudukan Kecamatan Tombolo Pao 
Tabel 1.1 
Data Penduduk Kecamatan Tombolo Pao 
 
No Nama Desa 
Jumlah Penduduk 
Pria % Wanita % Jumlah % 
1 Tamaona 1.759 0.48% 1.805 0.48% 3.564 0.48% 
2 Ta’binjai 1.611 0.44% 1.583 0.42% 3.194 0.43% 
3 Erelembang 2.195 0.59% 2.173 0.58% 4.368 0.59% 
4 Kanreapia 2.463 0.67% 2.345 0.63% 4.808 0.65% 
5 Pao 1.293 0.35% 1.235 0.33% 2.528 0.34% 
6 Balassuka 1.606 0.43% 1.526 0.41% 3.132 0.42% 
7 Mamampang 1.241 0.34% 1.181 0.32% 2.422 0.33% 
8 Tonasa 2.645 0.72% 2.589 0.69% 5.234 0.70% 
9 Bolaromang 523 0.14% 500 0.13% 1.023 0.14% 
Jumlah 15.336 4.13% 1.937 3.97% 30.273 4.05% 
 
Sumber : Data Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Gowa 
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2. Gambarang Umum Desa Bolaromang 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.3 Peta Desa Bolaromang 
A. Letak Geografis 
 Desa Bolaromang secara geografis berada di ketinggian antara 700-
1.250 Mdpl (Meter diatas permukaan laut). Dengan keadaan curah hujan rata-rata 
dalam pertahun antara 150 hari s/d 200 hari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 
30 s/d 50 °C.
34
 
 Secara administrasi Desa Bolaromang terletak di Wilayah Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa, yang merupakan salah satu desa dari 8 desa  dan 
1 kelurahan di Kecamatan Tombolo Pao. Wilayah Desa Bolaromang secara 
administrasi dibatasi oleh wilayah Kabupaten serta Desa tetangga. 
a. Demografi/Batas Desa 
 Disebelah utara  : Berbatasan dengan Desa Balassuka 
 Disebelah Selatan  : Berbatasan dengan Desa Kanreapia 
                                                             
 34. RPJM Desa Bolaroang. Hal. 10 
 
 
36 
 
 Disebelah barat  : Berbatasan dengan Desa Balassuka 
 Disebelah Timur : Berbatasan dengan  Kec,Sinjai Barat Kab.   
Sinjai 
b. Jarak dari ibu kota Kecamatan 12 km.  
         Jarak dari Ibu Kota Kabupaten 78 km 
         Jarak dari Ibu Kota Propensi 88 km. 
c. Luas Wilayah Desa Dalam Tata Guna Lahan 
             Luas Wilayah Desa Bolaromang  21,00 Km 2 terdiri dari : 
1) Hutan Lindung   :  100 ha 
2) Hutan Masyarakat   :  60  ha 
3) Sawah    :  500  ha 
4) Ladang     :   115 ha 
5) Lahan tidur/ Penggembalaan :  50  ha 
6) Tambang Gol C    :   - ha 
7) Pemukiman    :   52  ha 
d. Wilayah Desa Bolaromang terdiri dari 3 (Tiga ) Dusun yaitu : 
1. Wilayah Dusun Lappara`na terdiri dari   2 Rukun Warga dan 4 Rukun 
Tetangga (RT),  
1) RK 01 Lappara`na (2) RT 
2) RK 02 Lappara`na (2) RT  
2. Wilayah Dusun Bolaromang terdiri dari 2 (Dua) Rukun  Warga  dan 4 
(Empat) Rukun Tetangga. 
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1) RK 01 Bolaromang (2) RT 
2) RK 02 Bolaromang (2) RT 
3. Wilayah Dusun Langkoa terdiri dari 2 (Dua) Rukun Warga dan 4 
(Empat) Rukun Tetangga. 
1) RK 01  Langkoa (2) RT 
2) RK 02 Langkoa  (2) RT 
 Wilayah Desa Bolaromang secara umum mempunyai Ciri khas geologis 
berupa daerah daratan meiputi perumahan rakyat, lahan pertanian dan hutan 
lindung dan hutan Rakyat.dan hutan yang didominasi oleh jenis pohon Pinus 
,spatu dea, Equaliftus, Bayam  Jawa, Kayu Raja dan Rotan dan masih banyak 
jenis kayuan lainnya. Selain itu, kondisi alam Desa Bolaromang yang merupakan 
daerah pegunungan, dengan panorama alam serta hutan yang masih asri. oleh 
karena itu, Desa Bolaromang sangat cocok sebagai tempat yang sangat menarik 
bagi orang-orang yang memiliki modal besar untuk menanamkan modalnya baik 
di bidang pertanian maupun peternakan.35 
 Wilayah Desa  Bolaromang terdapat kawasan hutan lindung dengan luas 
100 ha dan hutan rakyat seluas 60 ha,dimana hutan tersebut merupakan sumber 
mata air dan area perkebunan berupa tanaman keras seperti Cengkeh,kopi,nangka 
dan lain-lain. Di Desa Bolaromang secara umum kondisi tanahnya gembur dan 
subur semua jenis tanaman bisa tumbuh baik berupa palawija maupun tanaman 
jangka panjang. 
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B. Kependudukan Desa Bolaromang 
Tabel 2.1 
Data Penduduk Desa Bolaromang 
 
No Dusun 
Jumlah Penduduk 
Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 
Lappara’na 183 173 356 
2 
Bolaromang 143 220 363 
3 
Langkoa 180 124 304 
 
Jumlah 506 517 1.023 
Sumber data ; Hasil sensus Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa Bolaromang 
Kecamatan Tombolo Pao Tahun 2015 
 Berdasarkan jumlah jiwa penduduk maka akan terlihat pengelompokan 
umur mulai dari usia balita (0-5 tahun), usia wajib sekolah sampai pada usia non 
produktif. Usia produktif yaitu usia 15-45 tahun adalah usia yang sangat potensial 
untuk menunjang aktifitas pembangunan di Desa yang akan dilakukan.Tetapi 
faktor usia tidak hanya berdiri sendiri tetapi harus ditunjang dengan kemampuan, 
kemauan dan keterampilan yang di miliki. 
   Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Bolaromang, jumlah 
penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 1.023 Jiwa. Dengan 
perincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 506 Jiwa, sedangkan 
berjenis kelamin perempuan 517 Jiwa. 
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  Berkaitan dengan data penduduk pada saat itu terlihat dari laporan hasil 
sensus Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa Bolaromang dalam rangka 
penetapan Peringkat Kesejahteraan Masyarakat (PKM) pada akhir Bulan 
Desember 2015 dengan menggunakan alat kajian dengan system Penjajakan 
pendataan langsung di masyarakat dan di jadikan sebagai Bank Data Desa, untuk 
kepentingan pembangunan masyarakat, perkembangan penduduk Desa 
Bolaromang yang setiap bulan disampaikan pada Pemerintah Kabupaten melalui 
Kantor Camat Tombolo Pao.36 
4. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bolaromang 
Berdasarkan hasil yang ditemukan, Desa Bolaromang memiliki 5 orang 
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut: 
Tabel 3.1 
Keanggotaan BPD Desa Bolaromang 
 
No Nama Kedudukan di BPD Alamat / Dusun 
1 Andi Jemma,S.Sos Ketua Langkoa 
2 M.Mahamuddin,S.Ag Wakil Ketua Bolaromang 
3 Mustakim,S.Pd Sekretaris Bolaromang 
4 Muh. Fahri Anggota Lappara’na 
5 A. Kisman Anggota Lappara’na 
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Gambar 3.1 Peta Desa Bolaromang 
Keterangan gambar : 
1. Dusun Lappara’na 
2. Dusun Bolaromang 
3. Dusun Langkoa 
 
B. Hasil Penelitian 
Pemerintah telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Dalam 
konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak 
tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan 
berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan  Undang-Undang Dasar  
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Kemudian bahwa dalam perjalanan 
ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai 
bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, 
mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam 
2 
3 
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melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, 
makmur, dan sejahtera.37 
  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukanlah lembaga pertama yang 
berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat di tingkat desa  melainkan 
merupakan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya. Seperti 
yang terdapat dalam Undang-Undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa yang mengarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan 
desa dengan corak  nasional yang menjamin tewujudnya Demokrasi Pancasila 
secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat.38 
Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan 
Desa dengan berbagai fungsi dan kewenanganya diharapkan mampu mewujudkan 
sistem check and balences dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun 
demikian di sisi lain, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga telah 
menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat Desa terutama yang menyangkut 
hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa  (BPD) dengan Kepala Desa 
yang diatur berdasarkan kaidah nomatif. 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan 
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
memiliki 3 (tiga) fungsi yakni tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Desa: 
                                                             
37
Artikel Terkait “Memahami Subtansi UU  Nomor 6 Tahun 2014”, Diposkan oleh 
rajawali garuda pancasila.,diakses 23 Oktober 2016. Pukul 20.19 WIB. 
38
HAW Widjaja. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh. (Jakarta :  
PT.Raja Grafindo Persada) 2003,h.11. 
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1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 
Desa. 
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. 
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.39 
Masih mengenai keterkaitan antara BPD dengan kepala desa, BPD juga 
memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini 
terdapat dalam Pasal 61 huruf (a) Undang-Undang Desa yang berbunyi: 
Badan Permusyawaratan Desa berhak: 
1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa kepada Pemerintah Desa. 
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
Dalam pengimplementasian fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
sebagai badan legislatif Desa dan wadah aspirasi masyarakat diharapkan dapat 
tercapai dengan baik dan efektif. Dengan kata lain Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dapat bersinergi dengan baik dalam 
menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan dari 
masyarakat.40 
 
                                                             
39Ni’matul Huda. Hukum pemerintahan Desa. (Malang: Setara Perss) 2015, h. 214. 
40
Leo Agustino. Perihal Ilmu Politik. (Yogyakarta : Graha Ilmu). 2007,h. 70.  
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A. Fungsi Keterwakilan BPD Desa Bolaromang 
Berdasarkan hasil yang ditemukan, Desa Bolaromang memiliki 5 orang 
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut: 
Tabel 3.1 
Keanggotaan BPD Desa Bolaromang 
 
No Nama Kedudukan di BPD Alamat / Dusun 
1 Andi Jemma,S.Sos Ketua Langkoa 
2 M.Mahamuddin,S.Ag Wakil Ketua Bolaromang 
3 Mustakim,S.Pd Sekretaris Bolaromang 
4 Muh. Fahri Anggota Lappara’na 
5 A. Kisman Anggota Lappara’na 
 
 
Gambar 3.1 Peta Desa Bolaromang 
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Keterangan gambar : 
1. Dusun Lappara’na 
2. Dusun Bolaromang 
3. Dusun Langkoa 
 Berdasarkan hasil penelitian ada 2 orang anggota BPD yang mewakili 
Dusun Lappara’na, 2 orang yang mewakili Dusun Bolaromang, dan 1 orang yang 
mewakili Dusun Langkoa. Berdasarkarkan analisis fungsi keterwakilan pada table 
diatas menunjukkan bahwa di Desa Bolaromang telah memenuhi keterwakilan 
tiap wilayah, dimana setiap dusun memiliki wakil dalam Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) itu sendiri. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua BPD : 
“Pada pemilihan anggota BPD kami memberikan hak kepada Kepala 
Dusun untuk melakukan pemilihan anggota BPD diwilayahnya dan   
menempatkan satu atau dua orang sebagai anggota Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) yang mewakili dusunnya sendiri.”41 
 
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bolaromang 
sebagai berikut : 
“Iya, memang setiap anggota BPD mewakili setiap dusunnya sendiri”42 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dan apa yang didapatkan di lapangan 
maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) di Desa Bolaromang telah menjalankan fungsi keterwakilannya. Walaupun 
telah memenuhi keterwakilan masyarakat, namun partisipasi dan kesadaran politik 
masyarakat di Desa Bolaromang masih rendah. Hal ini sesuai dengan pengamatan 
yang didapatkan di lapangan dimana ada dua anggota Badan Permusyawaratan 
                                                             
41
Wawancara dengan Andi Jemma,Ketua BPD 23 Oktober 2016.pukul 09.30 WIB  
42
Wawancara dengan Muhammad Arsyad. Sekdes Bolaromang 20 Oktober 2016. Pukul 
10.40 WIB 
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Desa (BPD) dari Dusun Lappara’na ditunjuk langsung oleh kepala Dusun. 
Keadaan ini memperlihatkan bahwa proses dan mekanisme demokratisasi itu 
masihlah bersifat nepotis.  
1. Penampung  Aspirasi Masyarakat 
Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Bolaromang 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, peran Badan Permusyawaratan Desa 
sangat berpengaruh sebagai penampung aspirasi dari masyarakat setempat.   
Aspirasi-aspirasi yang diserap dari masyarakat oleh BPD dilakukan melalui 
mekanisme atau cara menyampaikan baik secara individu maupun bersama-sama 
dengan menyampaikan langsung kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa  
(BPD) yang ada di lingkungannya.43 
Beberapa contoh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolaromang, antara lain : 
1. Masalah saluran irigasi 
2. Masalah raskin  
Pernyataan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bolaromang 
bahwa : 
“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan tempat atau 
penampung aspirasi bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan 
partisipasi dalam pemerintahan desa, bila masyarakat merasa takut 
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Wawancara dengan Andi Jemma,Ketua BPD 23 Oktober 2016.pukul 09.39 WIB  
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menyampaikannya kepada kepala Desa. Aspirasi tersebut kami tampung  
dan kami bahas akan di rapat”44 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua Badan 
Permusyawaratan Desa  Bolaromang, setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, 
maka langkah selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyalurkan 
aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan atau rapat yang 
diselenggarakan oleh BPD. 
Setelah memperoleh aspirasi dan membahasnya, Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud 
dengan harapan masyarakat. Namun, pada tahap ini Pemerintah Desa tetap 
diberikan kesempatan memberikan penjelasan mengenai aspirasi tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, implementasi fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat Desa 
Bolaromang belum berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali, 
menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat dilaksanakan 
hanya terbatas pada menerima aspirasi saja tanpa berani dibahas oleh pengurus 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat yang diselenggarakan bersama 
Kepala Desa. Hal ini terjadi karena masih kentalnya pengaruh dominan Kepala 
Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bolaromang. Hal ini 
berangsur-angsur akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) semakin berkurang dan akan semakin percaya 
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Wawancara dengan Andi Jemma,Ketua BPD 23 Oktober 2016.pukul 09.42 WIB 
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terhadap Pemerintah Desa. Dengan demikian maka semakin jauhlah Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan fungsinya.  
2.  Fungsi Legislasi 
Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa 
bersama Kepala Desa serta BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat bersama dengan Kepala Desa. Berikut wawancara dengan Ketua 
BPD: 
“kalau BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya telah merumuskan 
dan menetapkan peraturan desa. Peraturan Kepala Desa ini diketahui dan 
disetujui oleh BPD untuk bisa dipertanggungjawabkan”.45 
Berikut hasil wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat Desa 
Bolaromang : 
“Dalam Proses pembuatan peraturan desa, APBDes atau rapat, kami 
selalu dilibatkan”46 
Hasil wawancara diatas peneliti melihat adanya persamaan pendapat antara 
ketua BPD dan tokoh masyarakat. Tapi walaupun ada persamaan menurut 
pernyataan tokoh masyarakat diatas mereka hanya mengetahui ada tiga keputusan 
tanpa mengetahui jumlah peraturan yang lain.  Dari hasil wawancara dan melihat 
dilapangan ternyata Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam  sosialisasi 
mengenai keputusan-keputusan yang lain selain APBDes kemasyarakat masih 
kurang sosialisasi sehingga hanya segelintir masyarakat yang mengetahui 
keputusan tersebut.  
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Wawancara dengan Andi Jemma,Ketua BPD 23 Oktober 2016.pukul 09.40 WIB 
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Wawancara dengan Hardadi . Masyarakat dusun Bolaromang . 24 Oktober 2016. Pukul 
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Pada pembuatan APBDes, pemerintah mengundang Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan 
masukan mengenai materi yang akan dimasukkan dalam RAPBDes. RAPBDes 
yang telah disusun oleh pemerintah  dan dibahas bersama Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian diserahkan kepada BPD untuk disetujui. 
 Berdasarkan hasil wawancara diatas penyelenggaraan RAPBDes disusun 
oleh Pemerintah Desa untuk dibahas bersama dan disetujui bersama, ini 
menunjukkan adanya kerjasama yang baik antara Kepala Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan. 
3.  Fungsi Pengawasan 
Bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap 
pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu dibentuk. Pengawasan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang 
dipimpin Kepala Desa merupakan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas 
kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
Sejauh ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolaromang konsisten 
dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, 
fungsi pemerintahan, peraturan, dan keputusan yang telah dtetapkan bersama 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. 
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Berdasarkan hasil wawancara Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) mengungkapkan bahwa :  
“Kalau Keputusan Desa hampir secara keseluruhan dilaksanakan oleh 
Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa. Artinya pemerintah yang 
ada saat ini bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam peraturan desa”.47 
Berdasarkan hasil pengamatan penggunaan dana desa oleh Kepala Desa 
didasarkan atas APBDes. APBDes dialokasikan guna kepentingan masyarakat. 
Selama ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melihat alokasi anggaran lebih 
diutamakan untuk kebutuhan warga. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri 
dalam pemanfaatan aset desa ini memberikan support kepada Kepala Desa 
terhadap penggunaan keuangan desa yang diperuntukkan bagi kepentingan 
masyarakat Desa Bolaromang. Laporang pertanggung jawaban (LPJ) Kepala Desa 
yang menjadi bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa kepada publik 
melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dipertanggungjawabkan 
dalam pelaksanaannya.  
B. Faktor yang mempengaruhi fungsi BPD dalam mendukung tata 
penyelenggaraan Pemerintahan 
A.  Sumber Daya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Untuk pelaksanaan fungsi Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta 
                                                             
 47Wawancara dengan Mustakim. Sekretaris BPD Bolaromang. 24 Oktober 2016 Pukul 
10.15 WIB. 
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mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang 
selanjutnya di koordinasikan dengan Pemerintah Desa. 
Permasalahan tingkat kualifikasi pendidikan sangat menunjang 
pelaksanaan roda Pemerintahan Desa, Sebagaimana yang telah diungkapkan 
oleh Sekretaris Desa : 
“Dalam susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD 
Bolaromang), jika ditinjau dari tingkatan pendidikan, anggota BPD 
Bolaromang berjumlah 5 orang dengan kualifikasi pendidikan S-1 
sebanyak 3 (tiga) orang, SMA sebanyak 2 (orang)”48 
Namun dari data yang diperoleh bahwa tingkat pendidikan pengurus 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolaromang masih rendah, 
berdasarkan hasil wawancara di atas, maka tingkat pendidikan anggota Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) Bolaromang belum begitu memadai. Pada hal 
Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan 
penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan tingginya 
derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi analisis 
terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, dan 
kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pengurus Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) Bolaromang masih standar sehingga hal inilah yang menjadi 
faktor penghambat di dalam merumuskan peraturan desa yang akan dibuat.  
 
                                                             
 48Wawancara dengan Muhammad Arsyad. Sekdes Bolaromang. 20 Oktober 2016 Pukul 
09.45 WIB. 
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2.  Hubungan Kerjasama dengan Kepala Desa 
Badan permusyawaratan Desa (BPD), fungsi menetapkan peraturan Desa 
bersama Kepala Desa, menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat dan 
disamping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi 
mengawasi pelaksanaan peraturan Desa, dalam rangka pemantapan 
pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa, maka  antara anggota Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa harus terjadi sinergitas 
keduanya.49 
Kehadiran Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintah Desa 
dengan sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan 
sistem chek and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
Namun penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan sejajar antara 
BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaan pemerintah Desa sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, ternyata dalam pelaksanaanya 
diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan 
mengarah kepada terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan 
terjadinya dominasi Kepala Desa atas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 
sebagaimana diucapkan oleh agggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
bahwa : 
 “hal-hal yang akan menjadi kegiatan pengurus BPD biasanya 
mendapat tantangan dulu dari Bapak Kades kalau apa yang akan kami 
lakukan  tidak sesui dengan  pendapat dari pak Kades, sehingga segala 
                                                             
 49. Ni’matul Huda. Hukum pemerintahan Desa. (Malang: Setara Perss) 2015. Hal 199 
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kegiatan ini akan terhambat dan pembuatan peraturan Desa pun tidak 
berdasarkan target yang telah ditentukan” 50 
   Berdasarkan pengamatan penulis bahwa walaupun terjadi hubungan 
kekerabatan antara pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan 
Bapak Kepala Desa, namun tidak seluruh pandangan atau kehendak Bapak 
Kepala Desa yang menjadi pedoman untuk berkarya, banyak hal yang 
mengakibatkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara BPD dengan 
Kepala Desa, salah satu unsur ketidak harmonisan ini terjadi karena adanya 
campur tangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyusunan 
dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang menjadi  
dasar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi 
kontrolnya terhadap kinerja Kepala Desa, pelaksanaan peraturan Desa dan 
pelaksanaan pertanggung jawaban Kepala Desa. 
  Dalam melaksanakan roda Pemerintahan Desa, Kepala Desa dalam 
kepemimpinannya memiliki sikap arogansi terhadap segala apa yang menjadi 
kebijakannya hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang telah dilaksanakan oleh 
warga masyarakat Desa Bolaromang, sikap arogansi ini diungkapkan oleh 
salah seorang staf Pemerintahan Desa bahwa : 
“kalau Kepala Desa dalam mengambil sebuah keputusan yang akan 
menjadi kebijakan dari pelaksanaan Pemerintahan Desa maka keputusan 
yang telah ditetapkan berdasarkan keiginannya, namun disisi lain 
koordinasi antara staf tetap dilaksanakan walaupun hanya sekedar  
sebagai pendengar saja “51 
                                                             
 50. Wawancara dengan Muh Fachri. Anggota BPD 25 Oktober 2016 Pukul 13.20 WIB 
 51Wawancara dengan Anwar. Staf Pemerintahan Desa Bolaromang. 26 Oktober 2016 
Pukul 10.15 WIB. 
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Bardasarkan pengamatan penulis bahwa sikap arogansi terhadap 
kepemimpinan yang dimiliki Kepala Desa Bolaromang sebagai sikap 
kepemimpinan yang tegas mendapat penilaian negatif dimata masyarakatnya 
sehingga yang muncul adalah rasa takut, bukan rasa segan dan menghormati 
sehingga masyarakat tidak loyal terhadap apa yang dikehendaki oleh Kepala 
Desa. 
Di dalam Pemerintahan Desa juga sering terjadi tarik menarik 
kepentingan. Hal ini dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana Kepala Desa  
sebagai pemerintah Desa dan Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai 
lembaga perwakilan masyarakat Desa saling mengutarakan kepentingan 
mereka masing-masing yang di dasarkan pada hak dan kewenangan yang 
mereka miliki yang terkadang dicampur adukkan dengan kondisi politik dalam 
rangka pencitraan kepada masyarakat sebagai salah satu proses Demokrasi.52 
Permasalahan tarik menarik kepentingan sebagai salah satu faktor 
penghambat dalam mengukur tingkat efektifitas  fungsi BPD, hal ini didasari 
atas informasi yang diberikan Sekretaris Desa : 
“..Dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
Kondisi tarik menarik kepentingan antara Kepala Desa dengan Badan 
Permusyawaratan Desa .Hal ini disebabkan karena adanya keinginan 
untuk memberikan suatu yang terbaik bagi penyelenggaraan pemerintah 
Desa “ 53 
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai 
kedudukan yang setara, karena keduanya sama-sama dipilih oleh anggota 
masyarakat Desa setempat, tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, 
terkesan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan 
mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala 
Desa  tidak lebih daripada itu, dalam proses penetapan perangkat Desa, Kepala 
Desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD). Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan 
karena sama–sama mengemban amanah dari masyarakat sebagaimana 
diungkapkan oleh salah seorang anggota BPD bahwa : 
“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa  itu adalah 
mitra kerja maka seharusnya menciptakan kondisi kerja yang harmonis, 
tidak saling menjatuhkan“54 
 
Berdasarkan hasil  wawancara diatas dan pengamatan langsung 
dilapangan maka dapat dipahami bahwa tarik menarik kepentingan dalam 
implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terjadi di Desa 
Bolaromang adalah wujud ketidak matangan para penyelenggara pemerintahan 
dalam menyikapi suatu proses demokrasi, malah menjadikanya sebagai jalan 
untuk mempertegang jalannya pemerintahan dengan harapan menjadikan 
masyarakat jenuh terhadap kepemimpinan yang ada, mereka tidak mampu 
menciptakan sportifitas politik, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
tidak ada yang efektif baik Kepala Desa apalagi Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD). 
                                                             
 54Wawancara dengan A.Kisman. Anggota BPD. 25 Oktober 2016 Pukul 11.10 WIB. 
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Berdasarkan  hasil analisa dari apa yang dikemukakan tentang kedudukan 
dan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 
dasarnya setara, bahkan mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang 
lainnya. 
Permasalahan yang ada adalah persoalan tarik menarik kepentingan 
antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka penulis 
berpendapat bahwa hal itu adalah sebagai pembelajaran politik bagi 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan saling menghormati dan 
menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing dapat 
berpengaruh positif tehadap kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa  dimana kepentingan 
masyarakat Desa harus di utamakan. Supaya berpengaruh positif terhadap 
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dan Kepala Desa yang selalu berpihak pada kepentingan Masyarakat 
Desa. 
3. Anggaran Penyelenggaraan Fungsi BPD 
Permasalahan pendanaan merupakan permasalahan yang cukup penting 
dalan setiap kegiatan. Faktor keuangan menjadi salah satu permasalahan yang 
harus dipenuhi sebuah lembaga dalam mendukung operasionalnya. 
Permasalahan pendanaan dirasakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Desa Bolaromang karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) masih kurang mencukupi. Hal ini dirasakan 
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ketika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dituntut secara optimal 
menjalankan fungsi dan perannya.  
Minimnya dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa Bolaromang 
mengakibatkan pembangunan di Desa Bolaromang tidak dapat tercapai 
sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Rendahnya jumlah insentif 
yang diberikan kepada para anggota BPD di Desa Bolaromang mengakibatkan 
kerja mereka menjadi lamban karena mereka merasa tidak memiliki wujud 
penghargaan dan kepedulian pemerintah desa terhadap keberadaannya 
sehingga lebih memilih melakukan kegiatan pribadi seperti bertani, bekebun, 
berdagang, dan lain sebagainya untuk pemenuhan kebutuhan hidup dari pada 
melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengurus Badan Permusyawaratan 
Desa. 
Indikator pendapatan adalah merupakan salah satu tolak ukur menilai 
pelaksanaan fungsi BPD, karena hal ini merupakan roda kegiatan dalam 
mewujudkan program yang telah direncanakan. Perencanaan kegiatan yang 
telah dibuat memerlukan anggaran olehnya itu kendala yang sering ditemukan 
dengan terlaksananya program adalah masalah dana. 
Permasalahan dana pemerintah Desa diatur dalam Undang-undang No.60 
tahun 2014 yang menyatakan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan 
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Serta segala sesuatu baik berupa 
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung 
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dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, dengan maksud menimbulkan 
pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa. 55 
Implementasi dari pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dapat terlaksana dengan baik apabila keuangan Desa dapat dikelola 
dengan baik, hal ini dapat diukur dari pengelolaan sumber pendapatan Desa 
terdiri dari (a),pendapatan asli desa, (b),bagi hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah Kabupaten/Kota, (c),bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan 
daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, (d),bantuan dari pemerintah, 
pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota (e), hibah dan 
sumbangan dari pihak ketiga. 
Kebijakan pemberdayaan masyarakat desa adalah salah satu tolak ukur 
untuk meningkatkan potensi desa, namun terdapat permasalahan pokok yang 
dihadapi yaitu: 
1. Rentannya kondisi ekonomi masyarakat. 
2. Kekurangan pemberdayaan masyarakat. 
3. Kecenderungan terjadi sosial yang mengarah kepada disintegrasi 
sosial. 
4. Kecenderungan memudarnya nilai sistem sosial budaya. 
5. Kecenderungan kekurang patuhan masyarakat terhadap ketentuan 
hukum yang berlaku. 
6. Belum optimalnya peran aktif dalam pembangunan. 
                                                             
 
55Ni’matul Huda. Hukum pemerintahan Desa. (Malang: Setara Perss) 2015, h.208. 
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7. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat. 
8. Rendahnya akses masyarakat. 
9. Belum terbinanya pola tata ruang kawasan pedesaan.56 
Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya pemerintah dalam 
mewujudkan masyarakat sejahtera, dengan tujuan untuk (a), meningkatkan 
kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagi program pembangunan agar 
masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. (b), 
memberikan wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam 
pengambilan keputusan. 
Data yang diperoleh dari Anggaran Dana Desa (ADD) sebanyak Rp. 
1.552.588,539. Dan dibagi ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekitar 
25% (Rp. 388.147.134,75) untuk Pelaksanaaan fungsinya sebagai lembaga 
legislatif Desa yang mawakili aspirasi masyarakat serta mengayomi adat 
istiadat. Seperti yang dikemukakan salah seorang anggota Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa: 
“Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami terkendala oleh anggaran, 
jadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami terkadang menggunakan 
bantuan swadaya masyarakat”.57 
 
Demikian juga apa yang dikemukakan oleh sekretaris Desa bahwa : 
“Pembagian dana sudah diatur dari kabupaten, sehingga kami tidak bisa 
berbuat banyak karena dana yang kami gunakan hanya berasal dari dana 
alokasi saja, tidak ada sumber lain”.58 
                                                             
 56Taliziduhu Ndaha. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. (Bumi Aksara. Jakarta) 1991, 
h. 73. 
 
57
Wawancara dengan Muh Fachri. Anggota BPD. 23 Oktober 2016 Pukul 10.20 WIB 
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Berdasarkan analisa penulis bahwa dari pernyataan-pernyataan yang 
dikemukakan oleh para informan, dapat disimpulkan bahwa salah satu 
penghambat dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
sangat ditentukan oleh dana atau keuangan desa, disisi lain dana yang diberikan 
hanya sekedar untuk memberikan honorarium bagi pengurus Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana tabel dibawah ini. 
Tabel 4.1 
Gaji Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolaromang 
 
Jabatan Gaji/Tunjangan 
Ketua BPD Rp. 700.000,00 
Wakil Ketua BPD Rp. 550.000,00 
Sekretaris BPD Rp. 550.000,00 
Anggota BPD Rp. 500.000,00 
Sumber : SimKeu_DesV12 
 
 Berdasarkan tabel tersebut yang menjelaskan pembagian honoriarium 
untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dapat dipastikan bahwa 
penghambat dan kurang efektifnya pelaksanaan fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) ialah faktor anggaran atau pembagian keuangan 
Desa. 
Tingkat pendidikan juga sangat dibutuhkan Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) untuk dapat meramu dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada 
pemerintah, namun kenyataan yang terjadi di Desa Bolaromang tingkat 
pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih rendah, 
sehingga yang menjadi harapan masyarakat jarang terkomunikasikan kepada 
                                                                                                                                                                      
 58. Wawancara dengan Muhammad Arsyad. Sekdes Bolaromang. 20 Oktober 2016 Pukul 
11.10 WIB.  
 
 
60 
 
Pemerintah Desa oleh karena keterbatasan intelektual yang dimiliki oleh 
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolaromang. 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peranan yang penting 
dalam menetapkan kebijaksanaan dalam menyelenggarakan pemerintahan 
desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah aspirasi 
masyarakat sekaligus merupakan wadah perencana, pelaksana dan 
pengendalian kegiatan masyarakat dan badan-badan lainnya dalam 
pembangunan di desa. 
Untuk pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut 
diatas diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta 
mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang 
selanjutnya di koordinasikan dengan pemerintah desa. 
Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada 
keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawratan Desa (BPD). Dengan 
tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi 
analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup 
masyarakat, namun kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pengurus Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) masih standar sehingga hal inilah yang menjadi 
faktor penghambat di dalam merumuskan peraturan desa yang akan dibuat. 
Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan demi 
jalannya pembangunan desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang 
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berfungsi untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah desa, 
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan memiliki 
kemampuan intelektual yang tinggi untuk dapat meramu dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Tingkatan pendidikan dalam 
kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) Bolaromang sangat dibutuhkan karena mengingat fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga parlemen desa, dimana 
merupakan alat penghubung antara masyarakat dengan desa, dan menjadi salah 
satu tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menumbuhkan aspirasi 
masyarakat desa.59 
Dalam susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), jika 
ditinjau dari tingkatan pendidikan, anggota BPD Bolaromang berjumlah 5 
orang dengan kualifikasi pendidikan S-1 sebanyak 3 (tiga) orang, SMA 
sebanyak 2 (dua) orang. 
Permasalahan tingkat kualifikasi pendidikan sangat menunjang 
pelaksanaan roda Pemerintahan Desa, namun dari data yang diperoleh bahwa 
tingkat pendidikan pengurus BPD Desa Bolaromang masih standar, sehingga 
dibutuhkan kualifikasi tingkat pendidikan yang lebih memadai. Sebagaimana 
yang telah diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat : 
“Kualifikasi pendidikan yang memadai sangat membantu pelaksanaan 
tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun tingkat 
                                                             
 59Taliziduhu Ndaha.  Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. (Bumi Aksara. Jakarta). 
1991,h.57-58. 
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pendidikan yang tinggi tidak menjamin berpengaruh mutlak pada 
pelaksanaan pembangunan Desa  Bolaromang”60 
Berdasarakan pengamatan penulis bahwa, permasalahan kualifikasi 
pendidikan tentunya sangat sulit untuk diatasi hal ini dikarenakan disisi lain 
tingkat pendidikan tinggi tentunya menginginkan pendapatan yang memadai, 
namun pendapatan yang diperoleh sebagai pengurus BPD hanya 15% dari 
sumber pendapatan desa berdasarkan atas aturan yang telah ditetapkan dalam 
Undang-undang No.60 tahun 2014 tentang dana desa. Dengan demikian bahwa 
faktor penghambat dalam menjalankan fungsi BPD adalah faktor anggaran 
yang tidak memadai. 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, kualifikasi pendidikan pada Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai jembatan bagi kepentingan masyarakat 
Desa dan Pemerintah Desa diperlukan dalam upaya menganalisis keinginan-
keinginan masyarakat. Tetapi dengan tingginya strata pendidikan tidak mutlak 
menjamin keberhasilan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) di Desa Bolaromang. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 60Wawancara dengan Andi Ansar. Masyarakat Dusun Langkoa. 25 Oktober 2016 Pukul 
15.20 WIB 
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BAB  V 
PENUTUP 
 
 Dalam Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis yang didapatkan 
dari hasil penelitian. 
A. Kesimpulan 
1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolaromang 
berjumlah 5 orang dengan mewakili tiap dusun masing-masing anggota. 
Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolaromang 
yang telah menyusun, merumuskan dan menetapkan peraturan desa 
bersama-sama Pemerintah Desa. Fungsi Pengawasan, yaitu meliputi 
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa telah berjalan sesuai 
amanat Undang-Undang. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 
Bolaromang telah menjalankan fungsi menampung aspirasi masyarakat 
dengan menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari 
masyarakat pejabat atau instansi yang berwenang kepada Kepala Desa 
Bolaromang. Pelaksanaan fungsi keterwakilan BPD di Desa Bolaromang 
belum bisa menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan karena 
antara BPD dan Pemerintah Desa masih mengejar siapa yang dominan 
dalam Pemerintahan. Namun, walaupun demikian BPD berusaha 
menjalankan fungsinya menurut peraturan yang berlaku dan berkomitmen 
mengawasi Pemerintah Desa. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD antara lain : 
Sumber daya BPD, hubungan kerjasama dengan kepala Desa, anggaran 
penyelenggara fungsi BPD 
a.  Sumber Daya Badan Permusyawaratan Desa 
Tingkat Pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Bolaromang belum begitu memadai.  Pada hal  Stratifikasi atau tingkat 
pendidikan juga berpengaruh pada kinerja dan penerapan fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). 
b.   Hubungan Kerjasama Dengan Kepala Desa 
Hubungan kerjasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan 
Kepala Desa, menggunakan pola yang dominan dimana Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa memiliki sikap 
egois masing-masing lembaga. Salah satu unsur ketidak harmonisan 
ini terjadi karena adanya campur tangan BPD dalam proses 
penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja Desa 
(APBD) yang menjadi dasar (BPD) dalam melaksanakan fungsi 
kontrolnya terhadap kinerja Kepala Desa, pelaksanaan peraturan Desa 
dan pelaksanaan pertanggung jawaban Kepala Desa. 
c.   Anggaran Penyelenggara Fungsi BPD 
Permasalahan pendanaan dirasakan oleh BPD Desa Bolaromang 
karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan anggota BPD 
dirasakan kurang mencukupi. Rendahnya jumlah pendanaan yang 
diberikan kepada para anggota BPD di Desa Bolaromang 
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mengakibatkan kerja mereka menjadi lamban karena mereka merasa 
tidak memiliki wujud penghargaan dan kepedulian Pemerintah Desa 
terhadap keberadaannya sehingga lebih memilih melakukan kegiatan 
pribadi seperti bertani, bekebun, berdagang, dan lain sebagainya untuk 
pemenuhan kebutuhan hidup dari pada melakukan tugas dan 
fungsinya sebagai pengurus Badan Permusyawaratan Desa. 
B.  Implikasi Penelitian 
Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, maka dirumuskan beberapa 
saran sebagai berikut :  
1. Diharapkan Ketua dan anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) lebih 
meningkatkan kembali peran dan fungsi BPD yang sudah ditetapkan 
dalam rencana program kerja. Meningkatkan kinerja dalam hal menggali, 
menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 
Melakukan sosialisasi keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
serta peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 
masyarakat. Meningkatkan fungsi kontroling dan pengawasan terhadap 
jalannya Pemerintahan Desa, peraturan desa, dan sebagainya.  
2. Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu 
melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa agar kelembagaan yang 
terdapat di desa dapat saling bekerja sama dan bergotong-royong dalam 
meningkatkan kinerja. Kepala Desa senantiasa berkoordinasi dan 
bekerjasama  dengan baik antara BPD sebagai mitra kerja masyarakat 
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desa. Kepala Desa dan aparat desa harus mampu mengelola SDA yang ada 
di Desa. 
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